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PENETAPAN
Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada
tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan
yang diajukan oleh :

FATMAYANTI, Tempat tanggal lahir Makassar 1 Desember 1983,
Perempuan, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal
di Jalan Macan 21 Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh NUR
AFNI FRIDA, S.H. Advocates And Legal Consultant pada
“Law Office” NUR AFNI FRIDA & PARTNERS yang
beralamat di Kompleks Permata Hijau Lestari Blok P.4 No
14 A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota
Makassar selanjutnya disebut sebagai............ Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Makassar Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Mks., tanggal 18 September 2023
tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Makassar Nomor 292/Pdt.P/2021/PN Mks., tanggal 18 September 2023
tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal
18 September 2023, dibawah Register Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Mks, yang
pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :
-0 Bahwa Pemohon lahir di Polewali pada tanggal 12 Desember
1952, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7684-LT-13082010-0029,
Tanggal 03 Mei 2017 dengan nama FATMAYANTI;
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-1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan KOK CIAN,
berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 7371-PK-2010.000675
tertanggal 01Agustus 2010 ;

-2 Bahwa pada KTP Pemohon Nomor : 7604045212520002, dan
Kartu Keluarga Nomor : 7371103001150011, nama FATMAYANTI ;
-3 Bahwa untuk mempermudah Pemohon dalam pengurusan

surat-surat pada Instansi instansi pemerintah maka Pemohon berkehendak
untuk melakukan penggantian nama atau perubahan nama pada Akta
Kelahiran yang dimaksud dari nama FATMAYANTI menjadi FATMAYANTI
ILHAM TJAN ;

-4 Bahwa untuk untuk memperoleh pergantian nama atau
perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada
penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak

agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya

dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

« Mengabulkan permohonan Pemohon ;
e Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama
FATMAYANTI menjadi nama FATMAYANTI! ILHAM TJAN ;

 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang mengadap sendiri ke persidangan ;
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi

tanda P.1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai yang cukup dan

masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran : 7684-L-T-13082010-0029, atas nama
FATMAYANTI, yang diterbitkan di Makassar tanggal 03 Mei 2017 diberi
tanda P-1;

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7371103001150011 atas nama Kepala
Keluarga FREEDY YAUW, vyang diterbitkan di Makassar tertanggal
25 April 2018 diberi tanda P-2;
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3. Foto Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604045212520002 tangggal terbit
10 Desember 2015diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Menikah No. 49/P3N/KM/X/2016 tertanggal 01
Februari 2012 diberi tanda P-4;
Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai
cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas,
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : Sohra Dg Minne
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi;

- Bahwa pemohon lahir di Polewali pada tanggal 12 Desember 1952;

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Fredy Youw, mereka menikah
pada tanggal 20 Mei 1971;

- Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk bernama Fatmayanti;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan
karena Pemohon ingin mengganti namanya agar mudah dalam pengurusan
surat-suratnya pada Instansi Pemerintah;

Saksi 2 : Sohra Dg Jannang

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi;

- Bahwa pemohon lahir di Polewali pada tanggal 12 Desember 1952;

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Fredy Youw, mereka menikah
pada tanggal 20 Mei 1971;

- Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk bernama Fatmayanti;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan
karena Pemohon ingin mengganti namanya agar mudah dalam pengurusan

surat-suratnya pada Instansi Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan
alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan
dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan

dengan Penetapan ini;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah

dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon
adalah agar Pemohon di beri izin untuk mengganti nama pemohon dari nama
Fatmayanti sesuai dengan akte kelahiran menjadi nama Fatmayanti llham Tjan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk
dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan
Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta
Kelahiran : 7684-L-T-13082010-0029, atas nama FATMAYANTI, yang
diterbitkan di Makassar tanggal 03 Mei 2022 Kartu Keluarga Nomor
7371103001150011 atas nama Kepala Keluarga FREEDY YAUW, yang
diterbitkan di Makassar tertanggal 25 April 2018 dan Foto Kartu Tanda
Penduduk dengan NIK 7604045212520002 tangggal terbit 10 Desember 2015
terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto taman
Toraja Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar
Propinsi Sulawesi Selatan yang adalah termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Makassar disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah
mengenai permohonan untuk mengganti nama anak pemohon, hal ini
merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara
permohonan (voluntair), maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan
Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai
dengan P-4 serta keterangan saksi Sohra Dg Minne dan Sohra Dg Jannang di
persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa lahir pada tanggal 12 Desember 1952 dan Pemohon telah menikah
dengan Fredy Youw berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 04
Okrober 2016;

- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama Suaminya berdasarkan Kartu

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon
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- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon
ingin menambahkan nama pemohon dari Fatmayanti menjadi nama
Fatmayanti [lham Tjan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas,
menurut Hakim, pemohon telah dapat membuktikan bahwa pemohon dengan
Fredy Youw adalah suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon
khususnya pada angka 1, 2 dan 3 dihubungkan dengan keterangan saksi Sohra
Dg Minne dan Sohra Dg Jannang diperoleh fakta bahwa pemohon mengajukan
permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin menambahkan nama
pemohon yang awalnya bernama Fatmayanti diganti menjadi nama Fatmayanti
Ilham Tjan,

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Petitum pemohon yaitu “Memberi
izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Fatmayanti
sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 7684-L-T-13082010-0029 menjadi nama
Fatmayanti Ilham Tjan”, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil
Permohonannya mengenai perubahan nama, dan hal ini juga diatur di dalam
Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013,
maka Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian Permohonan
Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari
nama Fatmayanti menjadi Fatmayanti llham Tjan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama
tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan
Penetapan, agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatatkan

menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
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4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.160.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2023,
oleh ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri
Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sudharmono
SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri pula

oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

Sudharmono SH., ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.,

Perincian biaya :
- PNPB Pendaftaran :Rp.  30.000,-

- Biaya Proses :Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan ' Rp. -

- PNBP Lain-lain Rp 10.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-
- Materai :Rp. 10.000.-

Jumlah :Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)
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